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Tak Terima Anies Dituding Lepas
Tangung Jawab

JAKARTA- Wakil Ketua DPRD DKI
Jakarta, M Taufik angkat bicara soal
tudingan Menteri Keuangan Sri Mul-
yani. Tudingan tersebut menyebut
Gubernur DKI Jakarta Anies Bas-
wedan, lepas tanggung jawab soal
pembagian bantuan sosial (Bansos)
kepada 1,1 juta Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) di Jakarta.

M Taufik mengatakan tudingan Sri
Mulyani tersebut keliru. Menurutnya,
justru Pemprov DKI di bawah kepe-
mimpinan Anies lebih dulu memberi-
kan bansos kepada warga terdampak
Covid-19 ketimbang pemerintah pusat.

"Jadi ceritanya musti diluruskan
dulu. Sangat keliru kalau Anies dibi-
lang lepas tanggung jawab soa) pem-
bagian bansos. Justru kami lebib dulu

membagikan bansos,” ujar Taufik di
Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta
tersebut mengatakan, pihalnya jus-
tru menilai pemerintah DKI Jakarta
yang paling siap menghadapi pandemni
Covid-19 termasuk dalam menanggu-
langi dampalknya. "Untuk pembagian
bansos kita sudah siapkan anggaran Rp
700 miliar. Jadi dimana letaknya kalau
Anies dibilang lepas tanggung jawab
soal bantuan bansos,"” tanya Taufik.

Tak hanya itu, Taufik pun meminta
pemerintah pusat tak mempersoal-
kan adanya kesamaan data penerima
bansos yang dimiliki olel pemerintah
pusat dan'pemerintah provinsi DKL
"Saya kira gak masalah kalau warga
dapat bansos dua kali dari pemerintah

pusat dan pemprov DKI, dalam ming-
gu vang berbeda. Yang salah itu kalau
pembagian bansosnya dilakukan ber-
barengan pada hari yang sama, ming-
gu yang sama juga,” pungkas Taufik.

Dalam rapat virtual bersama Komisi
X1 DPR, Rabu (6/5/2020), Menteri
Keuangan, Sri Mulyani menyinggung
Gubernur Jakarta Anies Baswedan
lepas tanggung jawab terkait bantuan
sosial (bansos) bagi 1,1 juta keluarga
di DKI Jakarta. Menurut Sri Mulyani,
Pemprov DKI melepas tanggung ja-
wab pendanaan bansos karena tidak
merniliki anggaran yang cukup. La-
poran itu Ani, panggilan Sri Mulyani,
dapatkan dari Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Ani mengatakan, Pemprov DKI yang
awalnya berjanji akan meng-cover 1,1
juta warganya, ternyata tidak memi-
liki angparan yang cukup. Dan minta
pemerintah pusat yang meng-cover
1,1 juta warga tersebut. Hal ini mem-
buat pemerintah pusat mau tidak mau
harus menanggung beban anggaran
bansos untuk 1,1 juta KPM di DKI.
Otomatis beban anggaran bansos pe-
merintah akan meningkat.

"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan
sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat.
Sekarang semuanya diminta cover
oleh pemerintah pusat,” kata Ani.
Meski demikian, Ani tidak merinci
penambahan anggaran yang harus
ditanggung pemerintah pusat atas
peralihan ini. Namun yang pasti,

anggaran ini akan diambil dari alo-
kasi dana untuk perlindungan sosial
mencapai Rp11o trilinn,

"Kalau benar dari DKI akan di-cover
pemerintah pusat, maka seharusnya
tentu ada tambahan (anggaran) lagi
untuk cover,” ujar mantan direktur
pelaksana Bank Dunia itu. (dni)



